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ABSTRAK 

Justitio M. Loho, 2019. REFORMULASI KEBIJAKAN SANKSI HUKUM BAGI 

PELAKU DELIK OMISI DITINJAU DARI PASAL 131 UNDANG-UNDANG 

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG 

NARKOTIKA. Dibimbing oleh Primus Aryesam, S.H., M.H dan Helena B. 

Tambajong, S.H., M.H. 

Tindak pidana narkotika dan psikotropika merupakan masalah serius bagi dunia 

internasional khususnya di Indonesia. Salah satu penyebab meningkatnya penyalahgunaan 

narkotika dan psikotropika adalah kurangnya peran serta masyarakat dalam pencegahan 

penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Warga masyarakat yang baik adalah yang 

mengetahui hak dan kewajibannya, salah satu kewajiban yang dimiliki oleh masyarakat 

adalah ikut ambil bagian dalam pemberantasan narkotika dan psikotropika dengan cara 

melaporkan segala bentuk tindak pidana narkotika sesuai dengan Pasal 131 Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Jika seseorang tidak 

melaporkan kejahatan narkotika dan psikotropika kepada aparat penegak hukum, orang 

tersebut bisa dijerat dengan Pasal 131 undang-undang narkotika, karena pelanggaran terhadap 

sebuah keharusan menurut undang-undang. Kekuatan sanksi pidana terhadap pelanggaran 

Pasal 131 undang-undang narkotika dirumuskan bahwa jika seseorang tidak melaporkan 

tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud pasal 111 sampai pasal 129 undang-undang 

narkotika, dipidana dengan penjara paling lama 1 tahun atau denda Rp.50.000.000.00 (lima 

puluh juta rupiah). Maka, penulis mengkaji bagaimana pengaturan pidana terhadap pelaku 

delik omisi serta bagaimana kekuatan sanksi terhadap pelanggaran delik omisi. Metode 

penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang mengacu pada penelitian 

kepustakaan melalui pengumpulan data dan kemudian dilakukan analisa data dan penarikan 

kesimpulan berdasarkan metode deduktif. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa 

pengaturan pidana terhadap pelaku delik omisi harus memenuhi unsur subyektif dan obyektif 

serta unsur formil dan materil tindak pidana. Selanjutnya, kekuatan sanksi pidana terhadap 

pelaku delik omisi terlalu ringan, sehingga perlu adanya penyusunan kembali (reformulasi) 

mengenai sanksi terhadap pelaku delik omisi. 

 

Kata kunci: Reformulasi, Narkotika, Delik Omisi. 
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ABSTRACT 

Justitio Mariano Loho, 2019. REFORMULATIONOF LEGAL SANCTIONS POLICY 

FOR CRIMINAL OFFENDERS OMISSION FROM ARTICLE 131 OF THE 

REPUBLIC OF INDONESIA LAW No. 35/2009 CONCERNING 

NARCOTICS.Supervised by Primus Aryesam, S.H., M.H and Helena B. 

Tambajong, S.H., M.H. 

Narcotics and psychotropic crime is a serious problem for the international world, 

especially in Indonesia. One of the causes of increasing narcotics and psychotropic abuse is 

the lack of community participation in the prevention of narcotics and psychotropic abuse. 

Good citizens are those who know their rights and obligations. One of the obligations held by 

the public is to take part in the eradication of narcotics and psychotropic substances by 

reporting all forms of narcotic crime in accordance with Article 131 of the Republic of 

Indonesia Law No. 35/2009 concerning narcotics. If a person does not report narcotics and 

psychotropic crimes to law enforcement officers, that person can be charged under Article 

131 of the narcotics law, for violating a statutory requirement. The strength of criminal 

sanctions for violations of Article 131 of the narcotics law is that if a person does not report 

a narcotic crime as referred to in articles 111 to article 129 of the narcotics law, he shall be 

sentenced to a maximum of 1 year imprisonment or a fine of Rp.50,000,000.00 (fifty million 

rupiah). Therefore, the author examines how the criminal arrangements against the 

perpetrators of offense omission as well as how the power of sanctions against violations of 

offense omission. The research method used is normative juridical research which refers to 

library research through data collection and then data analysis and drawing conclusions 

based on deductive methods. From the results of the study, it can be concluded that the 

criminal arrangements against the perpetrators of omission of offense must meet the 

subjective and objective elements as well as the formal and material elements of criminal 

acts. Furthermore, the strength of criminal sanctions against omission offenders is too light, 

so there is a need to reform (reformulation) regarding sanctions against omission offenders. 

 

Keywords: Reformulation, Narcotics, Omission Offense. 
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